
 

 

HASIL PENGAWASAN PENDAFTARAN 

CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM 2019 
16 Juli 2018 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap 

pendafaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2019. Hingga tanggal 16 

Juli 2018, satu hari menjelang penutupan pendaftaran, berikut gambaran pendaftaran partai 

politik. 

1. Hanya Partai Nasdem yang melakukan pendaftaran calon anggota DPR di KPU RI hingga 

satu hari menjelang penutupan pendaftaran. Pendaftaran Partai Nasdem dilakukan 

pada 16 Juli 2018 pukul 13.40. Pemeriksaan berkas terhadap dokumen Partai Nasdem 

dengan data di SIPOL membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam untuk mendapatkan 

Berita Acara (BA) Pengembalian dalam arti berkas 24 Daerah Pemilihan Partai Nasdem 

belum memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan potensi adanya kepadatan pendaftaran 

dan verifikasi berkas dengan SIPOL di hari terakhir terhadap 15 partai politik lainnya 

besok Selasa, 17 Juli 2018. 

2. Di masing-masing propinsi, jumlah partai politik yang mendaftarkan di masing-masing 

KPU propinsi juga minim. Partai politik yang mendaftar di provinsi adalah Kalimantan 

Timur dan Gorontalo (6 Partai Politik), Sulawesi Tenggara (5 Partai Politik), Sulawesi 

Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Bali, DKI Jakarta, Bali, Jambi dan Banten (4 Partai 

Politik), Bangak Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, 

Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Aceh (3 Partai Politik), Sulawesi 

Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat, Maluku Utara, Yogyakarta dan 

Sulawesi Barat (2 Partai Politik), Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Timur, 

Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara (1 Partai Poltik) serta Jawa 

Tengah yang belum ada 1 partai politikpun melakukan pendaftaran. 

3. Masing-masing partai politik yang telah mendaftarkan di tingkat propinsi adalah Partai 

NASDEM (27 Propinsi), PERINDO (14 Propinsi), GERINDRA (7 Propinsi), PKS (6 Propinsi), 

PAN dan PSI (5 Propinsi), PKB dan GOLKAR (4 propinsi), PDIP dan HANURA (3 Propinsi), 

GARUDA, DEMOKRAT dan PPP (2 Propinsi), BERKARYA dan PBB (1 Propinsi). Sementara 

PKPI belum melakukan pendaftaran di seluruh propinsi.  

4. Terdapat kendala yang dialami Partai Politik dalam mengunduh formulir dan 

memasukkan data calon dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Kendala 

menggunakan SILON dalam proses pendaftaran mengakibatkan partai politik 

membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftaran ke KPU. 

5. Terdapat potensi terjadi peningkatan volume pendaftaran di hari terakhir pendaftaran 

yaitu besok 17 Juli 2018 dengan waktu yang sangat terbatas. Terbatasnya waktu 



pendaftaran semakin membutuhkan langkah antisipasi dari KPU untuk meningkatkan 

pelayanan dalam proses pendaftaran besok, hari terakhir pendaftaran. Kepastian dan 

kecepatan akses SILON untuk digunakan oleh setiap partai politik menjadi kunci untuk 

mengejar waktu pendaftaran. Demikian pula, kesiapan KPU dalam menerima 

pendaftaran partai politik di hari terakhir sangat dibutuhkan untuk memberikan 

kepastian pelayanan dan konsultasi bagi partai politik. 

NO PROPINSI 

JUMLAH PARTAI 
POLITIK YANG 

MENDAFTAR PER 
16 JULI 2018 

% NAMA PARTAI POLITIK 

1 KALIMANTAN TIMUR 6 38% 
PKB, PAN, GERINDRA, GOLKAR, 
NASDEM, PERINDO 

2 GORONTALO 6 38% PKS, GOLKAR, NASDEM, PPP, PSI, PAN 

3 SULAWESI TENGGARA 5 31% 
GERINDRA, NASDEM, PKS, PERINDO, 
PAN 

4 SULAWESI TENGAH 4 25% PERINDO, GERINDRA, NASDEM, PAN 

5 BENGKULU 4 25% 
GOLKAR, PERINDO, NASDEM, 
DEMOKRAT 

6 PAPUA BARAT 4 25% PERINDO, GERINDRA, PSI, GARUDA 

7 BALI 4 25% PERINDO, PDIP, NASDEM, PSI 

8 DKI JAKARTA 4 25% PBB, NASDEM, PERINDO, HANURA 

9 JAMBI 4 25% BERKARYA, NASDEM, PKS, PERINDO 

10 BANTEN 4 25% GERINDRA, NASDEM, PKS, PSI 

11 BANGKA BELITUNG 3 19% PERINDO, NASDEM, HANURA 

12 
KALIMANTAN 
SELATAN 

3 19% PKB, GOLKAR, PPP 

13 SUMATERA BARAT 3 19% PKS, PERINDO, NASDEM 

14 KEPULAUAN RIAU 3 19% NASDEM, GOLKAR, PDIP 

15 LAMPUNG 3 19% GERINDRA, NASDEM, PKS 

16 KALIMANTAN UTARA 3 19% PKB, NASDEM, PKPI 

17 KALIMANTAN TENGAH 3 19% NASDEM, PAN, HANURA 

18 ACEH 3 15% PERINDO, NASDEM, DEMOKRAT 

19 SULAWESI SELATAN 2 13% PERINDO, NASDEM 

20 PAPUA 2 13% PAN, NASDEM 

21 
NUSA TENGGARAN 
TIMUR 

2 13% NASDEM, GERINDRA 

22 RIAU 2 13% BERKARYA, NASDEM 

23 JAWA BARAT 2 13% PKB, NASDEM 

24 MALUKU UTARA 2 13% NASDEM, GARUDA 

25 YOGYAKARTA 2 13% NASDEM, PSI 

26 SULAWESI BARAT 2 13% NASDEM, PERINDO 

27 SULAWESI UTARA 1 6% PDIP 

28 MALUKU 1 6% PERINDO 

29 SUMATERA SELATAN 1 6% PKS 

30 JAWA TIMUR 1 6% NASDEM 

31 KALIMANTAN BARAT 1 6% NASDEM 

32 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

1 6% PAN 

33 SUMATERA UTARA 1 6% NASDEM 

34 JAWA TENGAH 0 0%   
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